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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Standar Akuntansi Pemerintah
dalam penyajian laporan keuangan pada badan keuangan dan asset daerah (BKAD)
Kota Medan telah menggunakan standar akuntansi berbasis akrual. Kedua, untuk
mengetahui bagaimana upaya Pemerintah Kota Medan dalam mengahadapi
tantangan tantangan dalam penerapan SAP Berbasi Akrual. Jenis penelitian ini
termasuk penelitian deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan hasil analisis.
Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Medan. Adapun teknik pengumpulan data
yang digunakan daam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertama,
melakukan observasi dan identifikasi badan Laporan Keuangan PemerintahDaerah
(LKPD) mengenai Penerapan SAP Berbasis Akrual Sesuai dengan peraturan
pemerintah No 71 Tahun 2010. Kedua, menjelaskan mengenai laporan keuangan
Pemerintah Kota Medan. Ketiga, menganalisis laporan keuangan sesuai dengan
ketentuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintahan Sesuai dengan peraturan
pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.
Keempat, mengindentifikasi upaya dan solusi apa yang dilakukan pemerintah kota
Medan dalam menghadapi tantangan penerapan SAP Berbasis Akrual. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa, laporan keuangan Pemerintah Kota Medan
sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar akuntansi Pemerintah BerbasisAkrual Pada Pemerintah
Daerah. Kemudian, pemerintah Kota Medan dapat menangani tantangan dalam
pemerintahan dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual seperti, rendahnya
SDM, resistensi perubahan, lingkungan dan masyarakat. Meskipun terdapat
kendala yang rumit seperti adanya sistem akuntansi, namun Pemerintah Kota
Medan dapat mengatasinya dengan baik.

Kata Kunci: Akuntansi Pemerintahan, Basis Akrual, Laporan Keuangan



ABSTRACT

This research was carried out with the first aim, to find out whether the Government
Accounting Standards in presenting financial reports at the regional financial and
asset agency (BKAD) of Medan City have used accrual-based accounting
standards. Second, to find out how the Medan City Government is trying to face the
challenges in implementing Accrual Based SAP. This type of research includes
qualitative descriptive research by describing the results of the analysis. The data
source in this research was obtained from the Regional Financial and Asset
Management Agency (BPKAD) of the Medan City Government. The data collection
techniques used in this research are observation, interviews and documentation.
The data analysis technique used in this research is first, observing and identifying
the Regional Government Financial Report (LKPD) body regarding the
Implementation of Accrual-Based SAP in accordance with government regulation
No. 71 of 2010. Second, explaining the financial reports of the Medan City
Government. Third, analyze financial reports in accordance with the provisions for
preparing Government Financial Reports in accordance with government
regulation Number 71 of 2010, Accrual-Based Government Accounting Standards.
Fourth, identify what efforts and solutions the Medan city government has taken to
face the challenges of implementing Accrual-Based SAP. The results of this
research indicate that the financial reports of the Medan City Government are in
accordance with Government Regulation Number 71 of 2010 concerning
Government Accounting Standards and Minister of Home Affairs Regulation
Number 64 of 2013 concerning the Implementation of Accrual-Based Government
Accounting Standards in Regional Governments. Then, the Medan City government
can handle challenges in government in implementing accrual-based accounting,
such as low human resources, resistance to change, the environment and society.
Even though there are complicated obstacles such as the existence of an accounting
system, the Medan City Government can overcome them well.

Keywords: Government Accounting, Accrual Basis, Financial Reports
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Suatu negara ingin memiliki sistem pemerintahan yang baik yang merupakan
suatu bentuk keberhasilan pemerintah dalam menjalankan tugas untuk membangun
negara sebagaimana yang mereka kehendaki (Sudaryati & Permana, 2020). Untuk
mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah harus dapat mengolah sumber daya yang
ada di negaranya, dan salah satu yang terpenting adalah bagaimana usaha
pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Sejak era reformasi yang dimulai
pada tahun 1998, bangsa Indonesia telah maju selangkah lagi menuju era
keterbukaan. Dalam era keterbukaan ini, masyarakat semakin menyadari hak dan
kewajibannya sebagai warga negara dan lebih dapat menyampaikan aspirasi yang
berkembang yang salah satunya perbaikan terhadap sistem pengelolaan keuangan
pada badan-badan pemerintah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami
perubahan mendasar dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua
Undang-Undang tersebut telah memberikan kewenangan lebih luas kepada
pemerintah daerah. Kewenangan dimaksud diantaranya adalah keleluasaan dalam
mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran

(Lamonisi, 2016).



Pergeseran paradigma terhadap pemerintahan saat ini, mendorong
pemerintah mewujudkan suatu sistem tata kepemerintahan yang baik (good
governance), dengan jalan mewujudkan pemerintah yang demokratis dan
diselenggarakan secara baik, bersih, transparan, partisipatif serta akuntabilitas
sehingga memiliki kredibilitas. Perwujudan good governance memerlukan
perubahan paradigma pemerintahan baru yang mendasar dan menuntut suatusistem
yang mampu memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi secara regional,
nasional maupun internasional yang bukan hanya menjadi pemerintah daerah yang
terus menerus bergantung pada pemerintah pusat. Dalam mewujudkan suatu sistem
tata kepemerintahan yang baik (good governance), perlu adanya perubahan di
bidang akuntansi pemerintahan karena melalui proses akuntansi dihasilkan
informasi keuangan untuk berbagai pihak.

Perubahan dibidang akuntansi harus didasari dengan suatu dasar yang kuat
yaitu dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintah (Langelo, Saerang, and
Alexander 2015). Di Indonesia basis akuntansi yang berlaku meliputi basis akrual
(accrual basic) yang dimana basis akrual adalah sebuah teknik pencatatan akutansi,
yang pencatatan nya di lakukan saat terjadinya transaksi walaupun kas belum
diterima (Syarienda, dkk., 2019). Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintah
menyatakan bahwa basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakuipengaruh
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat terjadi dan peristiwa itu terjadi, tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. DiterbitkannyaStandar
Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 71 Tahun 2010 mengenai SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) berbasis

akrual secara penuh yang menggantikan Standar Akuntansi Pemerintahan



berdasarkan Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2005 (Lasabuda, dkk., 2020).

Penggantian Standar Akuntansi Pemeritahan ini menjadi perhatian khusus
bagi pemerintahan karena mengingat bahwa penggunaan akuntansi berbasis kas
menuju akrual akan berakhir pada tahun 2014, yang tentunya hal ini harus menuntut
kesiapan seluruh Instansi Pemerintah di setiap daerah baik Provinsi,
Kota/Kabupaten (Kema, 2013). Berlakunya Peraturan Pemerintah Negara Republik
Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual membawaperubahan
besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari basis kas
menuju akrual menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan
pemerintah.

Perubahan basis tersebut selain telah diamanatkan oleh Undang-Undang
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, juga diharapkan
mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan, menyajikan
informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban dan bermanfaat dalam
mengevaluasi kinerja (Lasabuda et al., 2020). Ketentuan mengenai pengakuan dan
pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud di
dalam Undang - Undang Pemerintah Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16, yaitu:

a. Pasal 1 angka 13 yang isi nya “pendapatan negara adalah hak pemerintah
pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih”

b.  Pasal 1 angka 14 yang isinya “belanja negara adalah kewajiban pemerintah
pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”

c.  Pasal 1 angka 15 yang isinya “pendapatan daerah adalah hak pemerintah

daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih”



d. Pasal 1 angka 16 yg isinya “belanja daerah adalah kewajiban pemerintah
daerah yang diakui pengurang nilai kekayaan bersih”

Undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun.
Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum
dilaksanakan digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Berikut
merupakan ketentuan Undang undang nomor 17 Pasal 36 Ayat 1 mengenai
pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja. Adanya penetapan Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 maka penerapan sistem akuntansi pemerintahan
berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Menurut Peraturan Pemerintah
Nomor 71 tahun 2010 pengertian SAP Berbasis Akrual adalah: SAP yang mengakui
pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis
akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan
pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBB.

Hal ini berarti bahwa Pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera
menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrual dan harus dilaksanakan
selambat-lambatnya tahun 2015. Hal ini sesuai dengan Pasal 32 UU Nomor 17
tahun 2003 yang mengamanatkaan bahwa bentuk dan isi laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai
dengan SAP. Setelah ditetapkan SAP ini maka pemerintah harus menyusun laporan
keuangan yang lengkap sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
pemerintah dibandingkan dengan sebelum ditetapkannya SAP ini. Oleh karena itu,
sistem pencatatan single entry yang selama ini digunakan, tidak mungkin lagi bisa
diterapkan karena tidak dapat menghasilkan laporan keuangan.

Pada penelitian terdahulu bahwa Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71



Tahun 2010 tentang Akuntansi Berbasis Akrual atas penyajian laporan keuangan
mempunyai perubahan yang signifikan terkait dampak positif. Beberapa dampak
yang timbul antara lain adalah penyajian ekuitas akhir diperoleh dari laporan
perubahan penyusutan/amortisasi dapat dilakukan pada setiap pembelian untuk aset
tetap dan aset tak berwujud, memudahkan penyusunan laporan keuangan dengan
sistem yang lebih terintegrasi antara petugas akuntansi dan petugas aset Badan
Milik Daerah (Lasabuda, dkk., 2020).

Dengan diterapkannya SAP ini dapat mempermudah entitas entitas danbadan
pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menyusun laporan akuntansi yang
mengikuti pedoman pada standar akuntansi ini sehingga dalam penyejian laporan
keuangan pemerintah daerah yang nantinya akan dijadikan faktor penentukebijakan
keuangan dan sebagai alat pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan
dan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Adapun
fenomena yang terjadi setelah mengobservasi laporan keuangan pemerintah kota
Medan tahun anggaran 2018 sampai 2019 telah mendapatkan opini WDP (Wajar
Dengan Pengecualian) serta laporan keuangan tahun anggaran2020 sampai 2022
telah mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dariBadan Pemeriksa
Keuangan (BPK).

BPK Sumut dalam paparan (https://sumut.bpk.go.id/bpk-sumut-beri-enam-
opini-wdp-dan-satu-opini-wtp-kepada-tujuh-pemda/) menjelaskan ada beberapa
faktor yang menghambat mengapa laporan keuangan pemerintah Kota Medan
tahun anggaran 2018 sampai 2019 masih mendapatkan opini WDP oleh BPK:

1.  Lemahnya SPI (Sistem Pengendalian Intern)

2. Ketidak patuhan terhadap peraturan perundang undangan


https://sumut.bpk.go.id/bpk-sumut-beri-enam-opini-wdp-dan-satu-opini-wtp-kepada-tujuh-pemda/
https://sumut.bpk.go.id/bpk-sumut-beri-enam-opini-wdp-dan-satu-opini-wtp-kepada-tujuh-pemda/

Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah saat ini telah diamanatkan untuk
menerapkan SAP berbasis akrual termasuk Pemerintahan Kota Medan yang
menjadi objek penelitian ini. Dengan adanya fenomena dan teori diatas maka
peneliti tertarik untuk mengambil judul “Analisis Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual dalam Penyajian Laporan Keuangan Oleh Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Medan”.

1.2 Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah
1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti
menyimpulkan yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:
terhambatnya laporan keuangan Pemerintah Kota Medan, sehingga mendapat opini
WDP dari BPK. Hal tersebut disebkan karena lemahnya sistem pengendalian
interna Pemerintah Kota Medan dan tidak patuh terhadap peraturan perundang-
undangan (https://sumut.bpk.go.id/bpk-sumut-beri-enam-opini-wdp-dan-satu-
opini-wtp-kepada-tujuh-pemda/).
1.2.2 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis akan melakukan
penelitian dengan batasan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis
Akrual dalam penyajian laporan keuangan pemerintahan daerah kota Medan
dengan menggunakan data laporan keuangan anggaran tahun 2018 — 2022 yang

sudah di unggah di website https://sumutprov.go.id.

1.3 Rumusan Masalah


https://sumut.bpk.go.id/bpk-sumut-beri-enam-opini-wdp-dan-satu-opini-wtp-kepada-tujuh-pemda/
https://sumut.bpk.go.id/bpk-sumut-beri-enam-opini-wdp-dan-satu-opini-wtp-kepada-tujuh-pemda/
https://sumutprov.go.id/

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalampenelitian
ini yaitu sebagai berikut:

1.  Apakah Standar Akuntansi Pemerintah dalam penyajian laporan keuangan
pada badan keuangan dan asset daerah (BKAD) Kota Medan telah
menggunakan standar akuntansi berbasis akrual?

2. Bagaimana upaya Pemerintah Kota Medan dalam mengahadapi tantangan

tantangan dalam penerapan SAP Berbasis Akrual?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan dari penelitian

ini adalah:

1.  Untuk mengetahui apakah Standar Akuntansi Pemerintah dalam penyajian
laporan keuangan pada badan keuangan dan asset daerah (BKAD) Kota
Medan telah menggunakan standar akuntansi berbasis akrual.

2. Untuk mengetahui bagaimana upaya Pemerintah Kota Medan dalam

mengahadapi tantangan tantangan dalam penerapan SAP Berbasi Akrual.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis yaitu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan, serta
meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi pengembangan ilmu standar
akutansi pemerintahan khusus nya di penyajian laporan keuangan daerah.

2. Manfaat Praktis



a.  Bagi Penulis
Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam menerapkan teori
yang diperoleh dari bangku perkuliahan dengan dunia kerja nyata,mengetahui
lebih dalam tentang penerapan standar akutansi pemerintahan berbasis akrual.
b.  Bagi Pemerintahan
Dapat menjadikan solusi bagi pemerintahan khusus nya pemerintahan kota
medan mengenai masalah-masalah yang terjadi dan menjadi solusi
pengambilan keputusan mengenai penerapan SAP berbasis akrual ini.
c.  Bagi Universitas
Dapat menjadi tambahan referensi sehingga dapat dijadikan bahan acuan atau

referensi penelitian lebih lanjut.

1.5 Keaslian Penelitian
Penelitian ini merupakan hasil penelitian yang berdasarkan referensi dari
penelitian terdahulu (Rajab 2020) “Analisis Penerapan standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Kota Kendari” sedangkan penelitian ini berjudul “Analisis Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan
Keuangan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Medan”.
Penelitian ini memiliki perbedaan yang terletak pada:
1. Model Penelitian: Penelitian terdahulu menggunakan model penelitian
deskriptif sedangkan ini menggunakan model penelitian Kualitatif Deskriptif.
2. Variabel Penelitian: Penelitian terdahulu menggunakan 2 variabel bebas,

analisis penerapan standar akuntansi pemerintahan (X1) penyajian laporan



keuangan pemerintah daerah (X2). Penelitian saat ini menggunakanhanya
satu variabel atau tunggal yaitu standar akuntansi pemerintahan berbasis
akrual dalam penyajian laporan keuangan.

Jumlah observasi/sampel (n): Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini
sesuai dengan fakta dan kriteria.

Waktu Penelitian: Penelitian terdahulu melakukan penelitian pada tahun 2020
Sedangkan penelitian ini melakukan penelitian tahun 2023.

Lokasi Penelitian: Lokasi penelitian terdahulu di kota Kendari, sedangkan

penelitian ini dilakukan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Meda
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TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori
2.1.1 Standar Akutansi Pemerintahan

Akuntansi Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas
pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan
proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, suatu transaksi keuangan
pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan. (Hasanah, Fauzi, 2017).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip  akuntansi yang diterapkan dalam
menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP
merupakan dasar persyaratan yang memiliki kekuatan hukum dalam upaya
meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Indonesia. Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, menjelaskan bahwa Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP) merupakan pedoman yang mengatur bagaimana laporan
keuangan tersebut seharusnya disajikan. Standar Akuntansi Pemerintah mengatur
tentang bagaimana suatu transaksi diakui/dicatat, kapan harus diakui dan
bagaimana cara mengukur sertamelaporkannya.

Standar Akuntansi Pemerintahan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Pasal 1 angka 3
disebutkan Standar Akuntansi Pemerintahan, standar Akuntansi Pemerintahan,
yang selanjutnya disingkatSAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan

dalam menyusun danmenyajikan laporan keuangan pemerintah (Bastian, 2015).

10
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Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintah
adalah laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuangan
yang terbuka, jujur, dan menyeluruh 12 kepada stakeholders. Kemudian manfaat
selanjutnya adalah dapat memberikan informasi mengenai seluruh pengeluaran
yang dibiayai melalui kecukupan penerimaan pemerintah yang salah satunya juga
dapat memberikan keseimbangan antar generasi serta untuk mengetahui apakah
generasi mendatang jugaikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Laporan
keuangan yang dihasilkan semata-mata untuk mencapai tujuan yang telah
direncanakan dengan mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pelaksanaan
kebijakan sumber daya (Satya, 2020).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 kerangka konseptual
merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar
Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya dapat disebut standar. Tujuannya menjadi
acuan bagi:

1) Penyusunan standar dalam melaksanakan tugasnya.

2) Penyusunan laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang
belum diatur dalam standar.

3) Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan
disusun sesuai dengan standar.

4) Para pengguna laporan keuangan dalam menafsir informasi yang disajikan
pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintah.

Kerangka konseptual berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah

akuntansi yang belum dinyatakan dalam standar akuntansi pemerintah. Terjadinya
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pertentangan antara kerangka konseptual dan standar, maka ketentuan standar
diunggulkan relative terhadap kerangka konseptual ini. Dalam jangka panjang,
konflik demikian diharapkan dapat sejalan dengan pengembangan standar
akuntansi pemerintahan dimasa depan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 lingkungan akuntansi
pemerintahan sebagaimana yang terungkap di dalam Standar Akuntansi
Pemerintah:

1. Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap
karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya.
2. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintah yang perlu dipertimbangkan dalam
menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:
a. Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan:
1) Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan.
2) Sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar
pemerintah.
3) Adanya pengaruh proses politik.
4) Hubungan antara pembayaran pajak dan pelayanan pemerintah.
b. Ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian:
1) Anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target-target fiskal, dan
sebagai alat pengendaliannya.
2) Investasi dalam asset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan.

3) Kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian.
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2.1.2 Standar Akutansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Penting bagi penyelenggara laporan keuangan pemerintah dalam
menggunakan basis akuntansi yang tepat untuk memperoleh kualitas laporan
keuangan yang baik. Hal ini karena merupakan bagian dari bentuk tanggungjawab
kepada rakyat. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan dengan tepat mengenai 4
basis akuntansi yang digunakan. Penerapan akuntansi berbasis akrual merupakan
salah satu tuntutan dari pelaksanaan New Public Management (NPM).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang
Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
Pasal 1 ayat (10) menjelaskan bahwa Basis akrual adalah basis akuntansi yang
mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa pada saat transaksi dan peristiwa itu
terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.”
Dikutip dari jurnal “Evaluasi Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Berbasis
Akrual Pada Balai Besar Riset Budidaya Laut Dan Penyuluhan Perikanan Gondol
Kabupaten Buleleng” Purnama, Purnamawati, dan Putra Yasa (2017) “Akuntansi
berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan
peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat
terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas
diterima atau dibayarkan.”

Dalam akuntansi berbasis akrual waktu pencatatan (recording) sesuai

dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi
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yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. Pertanyaan
pro-kontra  mengenai siap dan tidak siapkah  pemerintah  dalam
mengimplementasikan SAP berbasis akrual ini akan terus timbul.”

Menurut Hoesada, Jan (2015) Basis akrual murni, yaitu proses akuntansi
berbasis akrual sehingga menghasilkan Laporan Keuangan Akrual tanpa
modifikasi basis apapun. Pendapatan diakui saat dihasilkan tanpa perlu
memerhatikan penerimaan kas dan beban diakui saat terjainya beban tanpa perlu
memerhatikan pembayaran dimuka, biaya saat tunai, atau biaya timbul waktu
dibayar.

Menurut Mahmudi (2011) akuntansi berbasis akrual merupakan Teknik
pencatatan akuntansi yang secara luas dipergunakan pada organisasi bisnis.
Akuntansi berbasis akrual mengakui transaksi pada saat terjadinya, yaitu ketika
sudah terjadi perpindahan hak dan kewajiban, bukan berdasarkan diterima atau
dikeluarkan kas nya.

Dikutip dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal ayat (8)
langsung menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan SAP Berbasis Akrual, yaitu
SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan
finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan
dalam laporan pelaksanaan anggaran berdasarkan bisnis yang ditetapkan dalam
APBN/APBD, Basis Akrual untuk neraca berarti bahwa asset, kewajiban dan
ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat
kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas di terima atau dibayar. SAP berbasis

akrual diterapkan dalam lingkungan pemerintah vyaitu pemerintah pusat,
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pemerintah daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau
daerah, jika menurut peraturan perundang— undangan satuan organisasi dimaksud
wajib menyajikan laporan keuangan. SAP Berbasis Akrual tersebut dinyatakan
dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan dilengkapi
dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah. PSAP dan Kerangka
Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam rangka SAP Berbasis Akrual
dimaksud tercantum dalam Lampiran | Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun

2010.

“Latar Belakang Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual” Dikutip dari
jurnal “Penerapan Aplikasi SAIBA Untuk Penyusunan Laporan Keuangan”
Permana (2016) latar belakang Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual
mengingat sejak 2005 sampai 2014 aplikasi SAI telah digunakan oleh
Kementerian Negara atau Lembaga dalam menyusun Laporan Keuangannya,
sehingga dapat dikatakan semua satuan kerja telah familiar dengan aplikasi
tersebut. Pengembangan SAIl menjadi SAIBA merupakan terobosan aplikasi
akuntansi berbasis akrual yang diharapkan memenuhi kebutuhan informasi
laporan keuangan yang disyaratkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
SAIBA dibangun sedemikian rupa sehingga diharapkan operator SAl (SAK dan
SIMAK-BMN) tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan aplikasi ini.”

Dikutip dari jurnal “Menelusuri Akuntansi Realisasi pada Satuan Kerja
(Satker) Pemerintah Pusat pada Aplikasi SAIBA” Mukhtaromin (2014) dasar
hukum yang dipakai dalam Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual, yaitu:

1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi
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Pemerintahan.

2) “Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan.

3) Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat.

4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor Bagan Akun Standar.

5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor Jurnal Standar Akuntansi Pemerintah
Pusat.

6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219 Tahun 2013 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Pusat.

Menurut Modul Proses Bisnis Sistem Aplikasi Akuntansi Instansi Berbasis
Akrual Mahkamah Agung (2015), Aplikasi SAIBA dikembangkan dari Aplikasi
SAI berbasis Kas menuju Akrual. Bisnis proses aplikasi dimulai dari perekaman
dokumen baik secara manual maupun secara elektronik dan akan membentuk
jurnal transaksi, selanjutnya jurnal tersebut dilakukan posting ke buku besar dan
diikhtisarkan dalam laporan keuangan. Dokumen sumber yang digunakan dalam
Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) sebagian besar sama dengan
dokumen akuntansi yang digunakan pada basis CTA, seperti: DIPA Petikan
Satker, Revisi DIPA, SPM/SP2D, Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Surat
Setoran Pengembalian Belanja (SSPB), dan Memo Jurnal penyesuaian.

Dokumen sumber akuntansi merupakan input dalam proses akuntansi.
Dokumen sumber ini terdiri dari dokumen internal maupun dokumen eksternal.
Dokumen internal merupakan: dokumen yang dibuat sendiri oleh entitas akuntansi
(satuan kerja) untuk merekam data yang sumbernya dari dalam atau tidak ada

bukti dari pihak eksternal. Dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual
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khususnya untuk pencatatan pendapatan dan beban akrual dokumen akuntansi
yang diperlukan lebih lengkap.

Data yang diproses meliputi data saldo awal neraca atau data realisasi
anggaran periode sebelumnya, data anggaran berupa anggaran pendapatan dan
anggaran belanja yang dialokasikan kepada setiap satuan kerja, transaksi tahun
berjalan meliputi penerimaan dan pengeluaran kas, transaksi akrual meliputi
pendapatan dan beban akrual, dan transaksi lainnya. Transaksi lainnya antara lain
meliputi transaksi keuangan yang tidak mempengaruhi pendapatan dan beban,
seperti terjadinya reklasifikasi pos-pos pada neraca. Dokumen sumber selain
diproses dengan jurnal kas pada buku besar kas juga diproses dengan jurnal akrual
pada buku besar akrual. Pencatatan pada jurnal kas akan diposting ke dalam buku
besar kas untuk menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Pencatatan
pada jurnal akrual akan diposting kedalam buku besar akrual dan dilakukan
penyesuaian untuk menghasilkan Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan
Ekuitas (LPE) dan Neraca. Dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual
dengan menggunakan aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual
(SAIBA) khususnya untuk Instansi Pemerintah yakni Pengadilan Negeri Dapat
digambarkan dalam tabel berikut:

Gambar 2.1 Proses Akuntansi pada Entitas Akuntansi

Sumber: Penulis, 2024

INPUT PROCESS OUTPUT
Dokumen ‘ Anlaisis ‘ LRA
Sumber Transasksi LO
Transaski Jurnal/Entries Neraca
Posting LPE
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2.2 Laporan Keuangan
2.2.1 Pengertian dan Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 paragraf 9
sebagaimana terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan
merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-
transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan
keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi
anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat
bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai
alokasi sumber daya. Pada dasarnya laporan keuangan pemerintah adalah asersi
dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk
pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan
atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan terutama
digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan
pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan,
mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu
menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang
meliputi dua laporan utama yakni neraca dan laporan rugi-laba (Yanti, 2020).
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan media bagi
pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada

publik. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ini setiap tahunnya
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diperiksa dan mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan
(BPK), ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dapat dikatakan bahwa laporan
keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan
secara wajar dan berkualitas (Kartoprawiro& Susanto, 2018).

Pelaporan keuangan bertujuan untuk menyediakan sejumlah data dan
informasi yang memiliki kebermanfaatan bagi orang-orang yang berkepentingan
maupun masyarakat pada umunya dalam mendorong prinsip-prinsip akuntabilitas
seperti informasi tentang jumlah sumber daya keuangan yang digunakan dalam
kegiatan pelaporan dan hasil yang diperoleh (Farida & Nugraha, 2019). Tujuan
utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi
keuangan, Kkinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang
bermanfaat bagi sejumlah besar pemakainya dalam pengambilan keputusan
ekonomi. Artinya, laporan keuanganmerupakan alat untuk memperoleh informasi
mengenai posisi keuangan dan hasil operasi yang telah dicapai oleh suatu
perusahaan. Informasi tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan
pertimbangan dalam pengambilan keputusan, baik oleh management
perusahaan maupun pihak ekstern perusahaan.

Dalam rangka menjaga kualitas dan kredibilitas sebuah laporan keuangan,
maka kegiatan analisis ini membutuhkan Teknik atau cara tertentu yang tepat
supaya kegiatan analisis ini dapat berguna bagi para pemangku kebijakan dan
pengambil keputusan. Dalam penyajian laporan keuangan yaitu terdapat beberapa
komponen- komponen dalam satu set laporan keuangan pemerintah yang terdiri

dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan sehingga seluruh
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komponen menjadi sebagai berikut (Pernyataan Pemerintah Nomor 71 Tahun

2010, Paragrap 14):

1. Laporan Realisasi Anggaran. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun
2010 Tentang Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Berbasis Akrual.
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan
keuangan pokok pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan
anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk satu periode tertentu.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Menurut Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah
Berbasis Akrual. Laporan perubahan saldo anggaran lebih adalah laporan
yang menyajikan secarakomparatif dengan periode sebelumnya dan dengan
pos-pos berikut ini:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal

b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih

c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya dan

e. Lain-lain

—h

Saldo Anggaran Lebih Akhir

3. Laporan Neraca. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
Tentang Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Berbasis Akrual, Neraca
adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan
mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

4. Laporan operasional. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Tentang Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Berbasis Akrual, Laporan
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Operasional adalah laporan keuangan yang menyajikan pos-pos seperti

Pendapatan-LO,beban, transfer, pos luar biasa dan surplus/defici.

Laporan Arus Kas. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Tentang Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Berbasis Akrual, Laporan

Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber,

penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan

saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus kas masuk dan keluar

kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan

transitoris.

Laporan Perubahan Ekuitas. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun

2010 Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos

ekuita awal, surplus/deficitLO,koreksi kesalahan serta ekuitas akhir.

Catatan Atas Laporan. Keuangan Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam

memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya.

Catatan Atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal yang tertuang

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai berikut:

a. Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

b. Informasi tentang Kebijakan Fiskal/Keuangan dan ekonomi makro

c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut
kendaladan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target

d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-
kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkannya atas transaksi-
transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya

e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar
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muka laporan keuangan

f. Informasi yang diharuskan oleh pernyataan Standar Akuntansi pemerintah
yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Informasi
lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan

dalam lembar muka laporan keuangan.

2.2.2 Prinsip-Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan
yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar
akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam
melakukan kegiatannya, sertaoleh pengguna laporan keuangan dalam memahami
laporan keuangan yang disajikan. Ada 8 (delapan) prinsip yang digunakan dalam
akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah seperti yang tertuang dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi
Keuangan Pemerintah Berbasis Akrual yaitu:
1. Basis Akuntansi
Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menerapkan kapan
pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan laporan
keuangan.
2. Nilai Historis
Nilia historis merupakan salah satu dari beberpan nilai penting dalam suatu
karya sastra.
3. Realisasi (realization)

Realisasi adalah tindakan untuk mencapai suatu yang direncanakan atau
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diharapkan. Dalam bidang akuntansi realisasi bermakna “uang” yaitu
konversi dari aktiva, barang dan jasa menjadi kas atau piutang melalui
tahapan penjualan.

Subtansi Mengungguli Bentuk Formal (substance over form)

Substansi mengungguli bentuk (subs- tance over form) dikenal sebagai salah
satu asumsi dasar dalam akuntansi keuangan. Pada laporan keuangan,
substansi mencerminkan realitas dari transaksi atau peristiwa yang
sesungguhnya terjadi sedangkan bentuk menunjukkan keadaan nya ditinjau
dari sudut hukum.

Periodisitas (periodicity)

Periodisitas adalah asumsi akuntansi yang dibuat oleh akuntan sehingga
aktivitas perusahaan yang kompleks dan berkelanjutan dapat dibagi menjadi
jumlah tahunan, triwulanan, dan bulanan yang akan dilaporkan pada laporan
keuangan masing-masing.

Konsistensi (consistency)

Konsisten merupakan kemampuan untuk terus-menerus berusaha sampai
sesuatu berhasil tercapai.

Pengungkapan Lengkap (full disclosure)

Merupakan laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang
dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan
keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan
keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyajian Wajar (fair presentation)

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan


https://www.accountingcoach.com/blog/what-is-a-financial-statement
https://www.accountingcoach.com/blog/what-is-a-financial-statement
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prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak

dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu

rendah.

2.3 Penelitian Terdahulu

Di dalam penelitian ini penulis memiliki beberapa penelitian terdahulu yang

penelitian tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

telah dijadikan sebagai referensi dalam penulisan skripsi secara ringkas penelitian-

No Nama Judul Variabel Variabel Model Hasil
Peneliti/Tahun X Y Analisis Penelitian

1 [ErlitaD. S. /Analisis kesiapan IAnalisis Berbasis Kualitatif DPKPA selalu pengelola
Ranuba, Sifrit  |penerapan standar kesiapanSAP|Akrual keuangan daerah
Pangemanan,  [akuntansi pemerintah berdasark an kabupatenMinahasa
Sherly Pinatik  |berbasis akrual berdasar PP No. 71 selatan sudah siap
(2015) kan PP No. 71 Tahun Tahun 2010 terhadap penerapanSAP

2010 pada DPKPA berbasis akrual, hanya

Minahasa Selatan sajaperan DPKPA
sebagai SKPKD masih
memiliki hambatan yaitu
SDMyang tidak
memiliki pendidikan
dasar dibidang akuntansi

2 [Friska Langelo, |Analisis Penerapan Penerapan  [Penyajian Deskriptif Pemerinta h kota bitung
D. P. E. Saerang [standarakuntansipemerintstandar laporan belum menerapka n PP
S. W. Alexa ahan berbasis akrual akuntansi  |keuangan No. 71 tahun 2010 tetapi
(2015) dalam penyajianlaporan [pemerint telah sesuai dengan PP

keuanganpada pemerint jahan No. 24 Tahun 2005 yaitu
ah kota Bitung berbasis menggunakan Basis Kas
akrual menuju akrual, danjuga
terdapat perangkat
pendukug yang belum
[Teruji.

3 |Cristy Soputan, [Penyajia nlaporan Penyajian  [Berdasarkan PP|Deskriptif Pemerintah provinsi
Jullie. J. keuanga n pemerintah  |laporan No. 71 Tahun Sulawesi Utara belum
Sondakh, Steven |berdasar kan PP No. 71 |keuangan 2010 tentang menerapka n PP No. 71
Tangkuman Tahun 2010 tentang standar tahun 2010 tetapi
(2015) standar akuntansi akuntansi pemprov Sulawesi Utara

pemerintahan di provinsi
Sulawesi Utara

pemerint ahan

telahsiap untuk
menerapkan SAP PP No.

71 Tahun 2010




25

No Nama Judul Variabel Variabel Model Hasil
Peneliti/Tahun X Y Analisis Penelitian
4 |Selvina Sitorus, |Analisis kesiapan IAnalisis berbasis akrual [Kualitatif Pengelolakeuangan kota
LintjeKalange, S.penerapan standar kesiapan berdasark an  |Interpretatif ~ ftomohon belum memiliki
K.Walandouw  jakuntanspemerintah penerapan PP No. 71 kesiapan dalam
(2015) berbasis akrual berdasar [SAP Tahun 2010 penerapanSAP berbasis
kan PP No. 71Tahun pada dinas akrual dikarenakan
2010 pada dinas pendapat an penempatan SDM
pendapatan pengelolaan pengelola an lyang tidak tepat sesuai
keuangan dan barang keuangandan latar belakang
mili daerah kota barang pendidikan yang dimiliki
tomohon
5 |Salamantul AfiahjAnalisis penerapan IAnalisis Pada pusat Kualitatif Laporan keuangan
/Annindah. A.  [standarakuntansi penerapan  |kesehatan deskriptif puskesmasCibugel telah
IArsy (2021) pemerintahan (PSAP)  [SAP masyarakat menerapkan PSAP No.
pada pusat kesehatan 13 namun belum
masyara kat cibugel sepenuhnya diterapkan
kabupaten Sumedang karena masih terdapat
beberapa komponen
laporan keuangan yang
belum sesuai dengan
aturan yang tertuang
dalam PSAP No.13
6 |[Ezra Paula Penyajian laporan Penyajian  [Sesuai Deskriptif Dinas pendapatan daerah
Mentu, Julie, J. |keuangan daerah sesuai [laporan peraturan dan dinassosial provinsi
Sondakh (2016) |peraturanpemerintah No. keuangan  [pemerintah No. Sulawesi Utara belum
71 Tahun 2010 tentang 71Tahun 2010 menerapkan PP No. 71
standar akuntansi tentang standar Tahun 2010
pemerintahan pada dinas akuntansi

pendapatan daerah dan

dinassosial provinsi sulut

pemerintahan
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2.4 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini didukung oleh teori umum (grand theory)
yang berfokus pada pemerintahan ketika menyajikan informasi akuntansi, bisa
secaralangsung atau tidak langsung. Standar akuntansi merupakan pedoman dan
landasan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun dan menyajikan
laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Menurut Wijaya (2008), Standar
Akutansi Pemerintah (SAP) merupakan Standar Akutansi pertama di Indonesia
yang mengatur mengenai Akutansi pemerintah Indonesia. Sehingga dengan
adanya standar ini, maka pelaporan keuangan pemerintah yang merupakan hasil
dari proses akutansi diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara
pemerintah dengan Stake Holders sehinggatercipta pengelolaan keuangan negara
yang transparan dan akuntabel.

Menurut Wikiapbn (2015) menyebutkan Standar Akutansi Pemerintah
daerah (SAP) adalah perinsip perinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun
dan menyajikan laporan keuangan pemerintah dalam rangka transparansi dan
akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintah. Laporan keuangan
pemerintah tersebut terdiri atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dan
laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Menurut Sinaga dan Faradillah
(2013), Standar Akuntasi Pemerintah (SAP) merupakan pedoman untuk
menyatakan persepsi antara penyusun, pengguna, auditor dan merupakan acan
wajib dalam penyajian laporan keuangan pemerintahan.

Penerapan SAP mewajibkan setiap entitas pelaporan, yang dalam hal ini
termasuk pemerintah daerah untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan

serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan
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terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas,
manajemen, transparansi, keseimbangan antaragenerasi dan evaluasi Kinerja.

Penyajian laporan keuangan merupakan suatu standar akutansi yang menjelaskan
mengenai komponen suatu laporan keuangan, penyajian yang wajar, dan konsep
akuntansi yang fundamental kebijakan suatu pengungkapan, serta struktur dari
laporan keuangan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 (8) SAP Basis
Akrualadalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui ekuitas, utang, aset,
beban, danpendapatan dalam pelaporan keuangan berbasis akrual serta mengakui
pendapatan belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran
berdasarkan basis yang di tetapkan dalam APBN/APBD. Permendagri Nomor 64
tahun 2013 Pasal 1 (10) menjelaskan basis akrual adalah basis akuntansi yang
mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa pada saat transaksi dan peristiwa itu
terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Halim
dan kusufi (2012), basis akrual (accrual basis) adalah dasar akuntansi yang
mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu
terjadi (dan bukan hanya pada saat kas atau setarakas diterima atau dibayarkan).

Oleh karena itu, transaksi dan peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan
diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya. Kemudian Halim dan
Kusufi (2012) menyimpulkan bahwa, basis akrual mampu memenuhi tujuan
pelaporan yang tidak dapat dipenuhi oleh basis kas, tujuan pelaporan tersebut
adalah tujuan manajerial dan pengawasan. Dari landasan teori singkat tersebut

dapat digambarkan kerangka berpikir dalam penelitian ini sebagai berikut:



Pemerintah Kota

Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah
(BPKAD)

Laporan Keuanaan Pemerintah Kota

Penerapan Akuntansi
Berbasis Akrual
PP Nomor 17 Tahun 2010
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Tantangan
Komitmen Sumber Daya Sistem Resistensi
Pemimpin Manusia Informasi dan Terhadap
Akuntansi Perubahan
PSAP 01
Analisis
Solusi

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir



BAB Il

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Menurut
Muchtar (2013) metode penelitian kualitatif deskriptif adalah sebuah metode yang
digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian
pada satu waktu tertentu. Penelitian ini menggunakan desain dan jenis penelitian
Kualitatif Deskriptif karena dan penelitian ini lebih menggambarkan mengenai
pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana peran pustakawan dalam
meningkatkan kualitas layanan repositori yang ada di Perpustakaan Perguruan

Tinggi pada Perpustakaan Indonesia.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian
3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Pemerintah Kota Medan yang beralamat di JI. Kapten Maulana Lubis No.
2, Petisah Tengah, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20112.
3.2.2 Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini dimulai dari bulan November 2023 sampai
dengan selesai. berikut adalah rincian waktu penelitian yang dilakukan penulis

sebagai berikut:

29
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Tabel 3. 1 Jadwal Waktu Penelitian
Tahun
Kegiatan Nov | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun
2023|2023 [ 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024

Z
o

Pengajuan Judul
Penyusunan Proposal
Seminar Proposal
Perbaikan/Acc Proposal
Pengolahan Data
Penyusunan Skripsi
Bimbingan Skripsi
Seminar Hasil

Sidang Meja Hijau
Sumber: Penulis, 2024

OO |NOO(O|DWIN|F-

3.3  Subjek Penelitian

Subjek Penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam
sebuah penelitian. Dalam penelitian ini terdapat beberapa orang yang menjadi
subjek penelitian ini yang mana di antara nya kepala bidang pembukuan serta staf-
staf yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Pemerintah Kota Medan.
3.4 Jenis dan Sumber Data
3.4.1 Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data Kualitatif
yang dimana data Kualitatif diperoleh berupa informasi secara lisan dan tulisan
mengenai suatu keadaan objek penelitian dan informasi data keuangan dan
tantangan-tantangan dalam menerapkan SAP berbasis akrual.
3.4.2 Sumber Data

Adapun sumber data yang di peroleh dalam penelitian ini yaitu terdapat dua
sumber data yaitu sumber data primer dan juga sumber data sekunder, pada sumber
data primer pada penelitian ini merupakan wawancara langsung terhadap kepala

bagian pembukuan akuntansi beserta jajaranya yang bekerja di BPKAD Kota
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Medan. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini yaitu Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Medan.
3.5 Definisi Variabel dan Definisi Operasional

Pada Penelitian ini memiliki dua variabel bebas yaitu Analisis Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan dan Penyajian Laporan Keuangan Kota Medan.

Tabel 3. 2 Definisi Operasional Variabel

Pemerintahan

Tahun 2010 wajib

Variabel Definisi Operasional Indikator
Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi Tersedianya SDM yang
Standar Akuntansi Pemerintah No. 71 kompeten dibidangnya

Sistem akuntansi dan

diterapkan dalam
penyusunan serta
penyajian laporan
keuangan pemerintah

Informasi Teknologi (IT)
Based System
Komitem dari pimpinan
Lingkungan/masyarakat

Sumber: (Ailen Safitri,
2017)

Suatu penyajian
terstruktur dari posisi
keuangan kinerja
kuangan, dan harus kas
suatu entitas.

Unsur yang berkaitan
langsung dengan
ukuran posisi keungan
dalam laporan posisi
keuangan adalah aset,
liabilitas, dan ekuitas

Sumber: (Simanjuntak, 2010)

Penyajian Laporan
Keuangan Kota Medan

Laporan laba rugi

Laporan peurbahan
ekuitas

Neraca

Laporan Arus Kas

) ] Sumber: (Kasmir, 2012:27)
Sumber: (Raja Adri

Satriawan Surya,
2012:16)

Sumber: Peneliti, 2024

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah Teknik atau cara sesorang
dalam melakukan pengumpulan data yang terkait dalam permasalahan dari
penelitian yang diambilnya. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh

informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian yang
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dilakukan. Ada tiga teknik pengumpulan data pada penelitian ini diantaranya:
3.6.1 Observasi

Menurut Riyanto (2010) “Observasi merupakan metode pengumpulan data
yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung .
Menurut Rahmadi (2011) dalam konteks penelitian, observasi diartikan sebagai
cara cara mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan
melihat atau mengamati tingkah laku individu atau kelompok yang di teliti secara
langsung.
3.6.2 Wawancara

Menurut Afifuddin (2009) wawancara adalah metode pengambilan data
dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau
responden. Menurut Rahmadi (2011) wawancara adalah teknik pengumpulan data
melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang di
wawancarai. Dalam penelitian ini terdapat beberapa instrument wawancara untuk
mendapatkan hasil.
3.6.3 Dokumentasi

Menurut Arikunto (2006) adalah metode dokumentasi peneliti menyelidiki
benda benda tertulis seperti buku buku, majalah, dokumen, peraturan peraturan,
notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Menurut Rahmadi (2011) teknik
dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah
dokumen (formasi yang di dokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun
dokumen terekam.
3.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis
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deskriptif. Yang dimana data dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

(BPKAD) dianalis dengan kalimat yang menjadi dasar acuan dari teori-teori

pendukung yang berkaitan dengan permasalahan.

Langkah-langkah teknik analisis data dalam penelitian ini adalah:

1. Melakukan observasi dan identifikasi badan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) mengenai Penerapan SAP Berbasis Akrual Sesuai dengan
peraturan pemerintah No 71 Tahun 2010.

2. Menjelaskan mengenai laporan keuangan Pemerintah Kota Medan.

3. Menganalisis laporan keuangan sesuai dengan ketentuan penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintahan Sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, Yaitu:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
c. Laporan Neraca
d. Laporan Operasional (LO)
e. Laporan Arus Kas
f. Laporan Perubahan Ekuitas
g. Catatan Atas Laporan Keuangan
4. Mengindentifikasi upaya dan solusi apa yang dilakukan pemerintah kota

Medan dalam menghadapi tantangan penerapan SAP Berbasis Akrual.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian
4.1.1 Deskripsi Umum Objek Penelitian
a.  Sejarah Singkat Tentang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

(BPKAD) Kota Medan

Badan Pengelola Keuangan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota
Medan disahkan pada tanggal 28 Desember 2011. Dalam rangka mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, Pemerintah Republik Indonesia
melakukan reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara, dimana reformasi
ini dilatarbelakangi oleh faktor kebutuhan penggantian peraturan perundang-
undangan keuangan yang masih mengacu pada peninggalan pemerintah kolonial.
Pengawasan dapat dilakukan secara internal yaitu melalui satuan kerja pengawasan
dan secara eksternal yaitu keterlibatan masyarakat dan pengelolaan keuangan
negara, maka untuk itulah diperlukan pertanggungjawaban pemerintahan secara
transparan atas penggunaan pajak yang bersumber dari masyarakat.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah (BPKAD) Kota
Medan mengungkapkan sebagai pendukung penerapan pelaksanaan good
governance maka dapat dilakukan dengancara:

1) Penataan Peraturan Perundang-undangan sebagai landasan hukum
2) Penataan Kelembagaan
3) Penataan Sistem Pengelolaan Keuangan Negara

4) Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang keuangan

34
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b.  Visi dan Misi BPKAD Kota Medan
Visi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD Kota Medan) yaitu
“mewujudkan pengelolaan keuangan dan barang milik daerag yang produktif,
transparan dan akuntabel. Serta meningkatkan kapasitas viskal daerah yang sejalan
denngan kebutuhan viskal daerah.
Misi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKADKota Medan) adalah sebagai
berikut:
1) Meningkatkan produktifitas, transaparansi, dan akuntabilitas pengelola
keuangan daerah / barang daerah.
2) Intensifikasi pendapatan daerah
c. Bagan dan Struktur Organisasi BKAD Kota Medan
Struktur organisasi adalah suatu rangkaian yang mewujudkan pola tetap dari
hubungan diantara bidang kerja, namun orang mewujudkan kedudukan wewenang
dan tanggung jawab dalam system kerjasama untuk mencapai tujuan yang ingin
dicapai bersama. Berikut ini deskripsi tugas BPKAD Kota Medan:
1. Kepala BPKAD
Tugas Kepala BPKAD adalah sebagai berikut:
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan daerah
b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis urusan pemerintah daerah
dibidang pengelolaan keuangan daerah
c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di

bidangpengelolaan keuangan.
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Sekretariat

Tugas sekertariat adalah sebagai berikut:

a) Penyusunan rencana, program dan kegiatan sekretariatan

b) Pengkoordinasi penyusunan prencanaan program Badan Pengelola

¢) Keuangan Aset Daerah

d) Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan
BPKAD yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan
kerumahtanggaan BPKAD, dll.

Sekretariat membawahi beberapa sub bagian, yaitu diantaranya:

a. Sub Bagian Umum
Tugas Sub bagian umum adalah sebagai berikut:

1) Penyusunan rencana, program dan kegiatan Sub Bagian Umum

2) Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum

3) Pengelolaan hubungan masyarakat, dll.

b. Sub Bagian Keuangan. Sub bagian keuangan mempunyai tugas pokok
dalammelaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam lingkup pengelolaan
administrasi keuangan.

c. Sub Bagian Penyusunan Program. Sub bagian penyusunan program
dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepadasekretaris.

Bidang Perbendaharaan

Bidang perbendaharaan mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan

sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam lingkup

gaji, belanja verifikasi dan kas. Bidang perbendaharaan membawahi beberapa
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sub bagian, yaitu:

a) Sub Bidang Gaji. Sub bidang gaji memiliki tugas pokok dalam
melaksanakansebagian tugas bidang perbendaharan dalam lingkup gaji.

b) Sub Bidang Belanja. Sub Bidang Belanja dipimpin oleh kepala sub bidang
yang berada dibwah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Perbendaharaan.

¢) Sub Bidang Verifikasi dan Kas Sub Bidang Verifikasi dan Kas memiliki
tugas pokok dalam melaksanakan sebagian tugas Bidang Perbendaharaan.

Bidang Anggaran

Bidang anggaran memiliki tugas pokok dalam melaksanakan sebagian tugas

BPKAD dalam lingkup pendapatan, belanja tidak langsung dan belanja

langsung.Bidang anggaran membawahi beberapa sub bagian, yaitu:

a) Sub Bidang Pendapatan. Sub bidang pendapatan meiliki tugas pokok
dalam melaksanakan sebagian tugas bidang anggaran dalam lingkup
pendapatan dan pembiayaan.

b) Sub Bidang Belanja Tidak Langsung. Sub bidang belanja tidak langsung
memiliki tugas pokok dalam melaksanakan sebagaian tugas bidang
anggarandalam lingkup belanja tidak langsung.

¢) Sub Bidang Belanja Lngsung. Sub bidang belanja langsung memiliki tugas
pokok dalam melaksanakan sebagian tugas bidang anggaran dalam lingkup
belanja langsung.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Bidang akuntansi dan pelaporan dipimpin olehkepala su bidang yang berada

dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan. Bidang akuntansi dan
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pelaporan memiliki tugas pokok dalam melaksanakan sebagian tugas BPKAD
dalam lingkup akuntansi dan pelaporan.

Gambar 4.1 Bagan dan Struktur Organisasi Bada
Keuangan dan AsetDaerah Kota Medan

BAGAN DAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MEDAN

KEPADA BADAN

I DR. Drs. ZULKARNAIN, M.Si l

| S— SEKRETARIS

Drs. MUHAMMAD ASHARI
LUBIS, SE., M.Si

KABID PERENCANAAN ANGGARAN || | KABID PERBENDAHARAAN DAN
KAS DAERAH
I ELVIYANTI POHAN, SE l I YUS AGUSTINE LEO ST l
SUBBID SUBBID SUBBID SUBBID SUBBID SUBBID
AN('('IARAN AN(J(;IARAN AN(J(IJI/[\RAN PERBEND I PERBEND II PERBEND III
KABID ASET DAN INVESTASI ~ |—— KABID AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN

HENDRIK ISAKANDAR, SH. M. AP MUHAMMAD SAYUIL HARAHAE,

SE. MM
SUBBID SUBBID SUBBID SUBBID SUBBID SUBBID
PEMBIAYAAN PENDATAAN PENGENDALIAN PEMBUKUAN PELAPORAN PENGELOLAAN
DAN DAN INVESTASI DAN DATA DAN
INVESTASI ASET PENGAWASAN INFORMASI
ASET

Sumber: Kantor BKAD Kota Medan

4.1.2 Analisis Penerapan SAP Berbasis Akrual PP Nomor 71 Tahun 2010
Seperti yang tertuang dalam pasal 1 (1) PP Nomor 71 Tahun 2010,
menyatakan bahwa penerapan SAP berbasis akrual dapat dilaksanakan secara
bertahap. Kemudian penghapusan SAP berbasis kas menuju akrual yang telah
berganti padapenerapan SAP berbasis akrual secara penuh mulai tahun 2015 yang

sesuai denganmunculnya PP Nomor 71 Tahun 2010.
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Selanjutnya untuk menjawab rumusan masalah tentang apakah penerapan
standar akuntansi pemerintah dalam penyajian laporan keuangan pada Badan
Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Medan telah sesuai dengan PSAP
Nomor 01 mengenai laporan keuangan yang terdapat dalam PP Nomor 71 Tahun
2010 tentang SAP berbasis Akrual? Hal tersebut telah dipaparkan oleh kepala
bagian pembukuan pemko Medan: “Laporan keuangan kami sudah berbasis
akrual sejak tahun 2015.” (Wawancara M Sayuti, 2023)

Dari hasil pemaparan informan diatas serta dokumen laporan keuangan
pemerintah kota Medan yang di dapat oleh peneliti, basis akuntansi yang
digunakan serta komponen-komponen laporan keuangan yang disajikan oleh
pemerintah kota Medan telah sesuai dengan Peraturan Standar Akuntansi
Pemerintah 01 paragraph 14. Setiap entitas daerah memiliki siklus akuntansi,
berikut ini dapat dilihat siklus akuntansi mulai dari transaksi hingga menjadi
laporan keuangan.

Gambar 4.2 Siklus Akuntansi

Bukti Transaksi Jurnal Buku Besar Neraca Saldo
Sebelum Penyesuaian

v

Penyesuaian

Neraca Saldo Jurnal Laporan Neraca Saldo
Setelah Penutupan [~ Penutup Keuangan |~ | Setelah Penyesuaian
\
Ayat Jurnal
Pembalik

Sumber: http://klc2.kemenkeu.go.id

a.  Proses Pengumpulan Data (Dokumen Sumber)
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Dokumen sumber merupakan dasar yang digunakan untuk melakukan
pencatatan akuntansi (jurnal/proses input data) serta dokumen yang berisi tentang
informasi transaksi keuangan. Dokumen sumber pengakuan pendapatan-LO terdiri
dari Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah
(SKRD), surat tanda setoran, dan nota kredit/bukti transfer bank sedangkan
dokumen sumber pengakuan beban, terdiri dari surat tagihan dan berita acara serah
terima barang lalu dokumen sumber pengakuan pendapatan-LRA terdiri dari Surat
Tanda Setoran (STS) untuk pendapatan asli daerah dan nota kredit/bukti transfer
bank untuk pendapatan dana perimbangan kemudian dokumen sumber pengakuan
belanja yang terdiri dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) GU/LS/NIHIL
untuk belanja pegawai barang dan jasa, dan belanja modal selanjutnya dokumen
sumber untuk transaksi lainnya yang terdiri dari rekapitulasi gaji untuk potongan
PFK, STS PFK, Rekapitulasi penyusutan asset tetap, rekapitulasi penyisihan
piutang, bukti memorial penyesuaian akhir tahun, dan SK penghapusan aset tetap.
Penyataan diatas menjabarkan tentang siklus pertama dalam pembuatan laporan
keuangan di Pemerintah Kota Medan.

b.  Pencatatan Transaksi

Proses pencatatan transaksi adalah proses dimana dokumen sumber dijadikan
sebagai pedoman dalam mencatat di buku jurnal. Buku jurnal yang
diselenggarakan yaitu buku jurnal transaksi, buku jurnal penyesuaian dan buku
jurnal penutup.

c.  Pengklasifikasian
Pengklasifikasian adalah proses dimana seluruh transaksi dibuku jurnal di

posting kebuku besar dan buku pembantu di sub sistem masing-masing.
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d.  Pengikhtisaran

Pengikhtisaran adalah proses dimana penyusunan kertas kerja mulai dari

neraca saldo, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, serta neraca saldo setelah

penutupan.
e. Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun pada akhir tahun anggaran maupun periode-
periode tertenu, berikut proses akuntansi keuangan daerah:

Gambar 4.3 Siklus Akuntansi Pokok

I PROSES AKUNTANSI POKOK I
Dokumen 5 Catatan ' Laporan
Ditetapkan
APBD DPRD
Jenis2 transaksi ‘
keuangan Pemda
H Realisasi
Pencatatan & APBD
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i l Peringkasan Pelaporan
Dokumen Sumber 1 X
-SP2D \ Jurnal Buku T E Laporan
S| t >
-SF) i Besar v+ %] Keuangan
- Buktl Memorial : :

Yo
i VR
| N
i
" N
o Buku =y
Pembantu H
| H
| '
1 .
H ‘
H H
H '

Laporan Keuangan - :
LRA

H ' ) ), RERRess RS
! ® Bukti Penerimaan | o8 o furnal LRA Kumpulan

i ® Buksi Pengeluaran =F -~ v:' %o jurnal - LO& -=4
H ‘ : )

- Lap.Perubahan
. ' ¢+ Nemca v o n,‘:h’m SAL
+ ® Bukti memorial : R t i« &Rincian) Lo
__________________ : V& S L

Lap.Perbhan

it Ekuitas (LPE)
I+ ® Neraca

' Lap.Arus Kas

LK

Py
Kebijakan Akuntansi )—T

Sumber: www.keudakemendagri.go.id

Gambar di atas menunjukkan bagaimana cara pembuatan laporan keuangan
disetiap daerah, seperti di pemerintah Kota Medan agar laporan yang dihasilkan

menjaid transparan dan akuntabel serta dipahami oleh pengguna laporan keuangan

dan masyarakat.
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Adanya siklus akuntansi yang menjadi pedoman bagi pemerintah Kota
Medan dalam menerapkan SAP berbasis akrual Peraturan Pemerintah No. 71
Tahun 2010, berikut ini contoh transaksi dan penjurnalan berbasis akrual di

Pemerintahan Kota Medan:

4.1.3 Tantangan Penerapan SAP Berbasis Akrual Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010

Perlu adanya upaya dan kerjasama dari berbagai pihak yang membuat
keberhasilan perubahan akuntansi pemerintahan dengan menghasilkan laporan
keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Sehubung dengan rumusan masalah
yang akan menjawab mengenai kendala atau tantangan yang dihadapi dalam
penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual ini dipemerintahan Kota
Medan, yaitu:
a.  Komitmen dari Pimpinan

Dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu
perubahan terutama perubahan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis
akrual. Dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual maka komitmen dari
pimpinan adalah hal yang utama, berikut ini pemaparan dari Kepala Bidang
Pembukuan Pemerintah Kota Medan, Muhammad Sayuti Harahap, SE. MM. “Kita
disini komit ya untuk harus menerapkan SAP berbasis akrual ini, kalau dukungan
dari atasan kita sering melakukan komunikasi dengan kementrian keuangan,
kementrian dalam negri untuk melakukan pembelajaran kesana, jadi kita sering
melakukan pengiriman beberapa staff atau pejabat khususnya dibidang akuntansi

untuk pembelajaran kesana”(Wawancara M Sayuti, 2023).
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Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa komitmen yang
dilakukan oleh pimpinan di Pemerintahan di Kota Medan sangat efektif dan efisien
sehingga dapat terlaksananya standar akuntansi pemerintah berbasis akrual secara

penuh.

b.  Tersedianya SDM yang Kompeten

Persiapan dan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual sangat
memerlukan SDM yang memiliki kompetensi khususnya dibidanng akuntansi
pemerintahan agar terwujudnya standar akuntansi pemerintah berbasis akrual

Dalam penerapan SAP berbasis akrual SDM yang kompeten sangat
berpengaruh dapat terlaksanya penerapan tersebut, berikut ini pemaparan yang
disampaikan oleh kepala bidang pembukuan Muhammad Sayuti Harahap, SE.
MM,” kalau tingkat pemahaman SDM di Pemko medan saya katakan nilainya 8
dari 10 sudah cukup baiklah tingkat pemahaman SDM disini, terakhir tahun
sebelum pemberlakuan penyusunan laporan keuangan di Pemko Medan kita sudah
melakukan BIMTEK, ya untuk seluruh BPK-SKPD. BPK-SKP disini dinamakan
untuk kasubak keuangan atau penata usaha kuangannya, kita buat kasub bendahara
penerimaan dan pengeluaran sudah kita lakukan pelatihan sih, hanya beberapa
tahun ini kita tidak melakukan BIMTEK vya, hanya kita sifatnya melakukan
pendampingan bukan BIMTEK atau diklat. Karena setiap SKPD melakukan
pendampingan dalam peyusunan laporan keuangan.”(Wawancara M Sayuti,

2023).

c.  Sistem Akuntansi dan Information Teknology (IT) Based System



44

Sistem Akuntansi adalah sistem yang diperlukan oleh pihak pemerintahan
untuk mengidentifikasi dan menganalisis. Kompleksitas implementasi penerapan
akuntansi berbasis akrual yang membuat sistem Information Teknology (IT) Based
System menjadi lebih rumit. Dalam penerapan sistem akuntansi pemerintah
berbasis akrual berpengaruh dengan perubahan sistem akuntansi berbasis kas
dengan berbasis akrual, berikut ini pemaparan dalam penerapan sistem akuntansi
pemerintah berbasis akrual sangat berpengaruh dengan perubahan sistem akuntansi
berbasis kas dengan berbasis akrual.

Berikut pemaparan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pembukuan
Pemerintah Kota Medan Muhammad Sayuti Harahap, SE. MM, “Masalah sistem
informasinya sampai saat ini pemko Medan masih memakai aplikasi SIMDA
dalam pengelolaan data keuangannya serta sistem penggajiannya. Jadi untuk saat
ini, ya apapun yang kendala ataupun terkait dengan sistem kita selalu komunikasi
dengan Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP), jadi kendala-kendala
disini tidak terlalu besar hanya beberapa item saja dan tidak terlalu rumit juga
untuk dipahami oleh SDMnya walaupun ada beberapa SDM juga yang kurang
memahami sistem informasi akuntansi ini.” Berdasarkan hasil dari wawancara
tersebut dapat disimpulkan bahwa perubahan sistem informasi akuntansi berbasis
akrual tidak menjadi kendala yang terlalu rumit bagi pemerintak Kota Medan,
karena selalu berkomunikasi dengan BPKP untuk mengurangi kendala-kendala
yang ada.

Sehingga SDM dipemerintah kota Medan dapat dengan mudah memahami
sistem akuntansi berbasis akrual dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Kemudian aplikasi yang digunakan oleh BKAD kota Medan adalah SIMDA
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(Sistem Informasi Manajemen Daerah) yang berguna mendorong pelaksanaan tata
kelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini penting guna
meningkatkan kualitas laporan keuangan pmerintah daerah menuju terwujudnya
Good Governance.

Laporan keuangan dibuat oleh pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan
seperti yang tertuang pada Peratiuran Pemerintahan Nomor 71 Tahun paragraf 60
adalah:

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
3) Laporan Operasional (LO)

4) Neraca

5) Laporan Arus Kas (LAK)

6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

7) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Secara manual atau menggunakan aplikasi komputer proses pembukuan
tetap sama, yaitu dimulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan
pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Laporan keuangan di Pemerintah Kota Medan telah disajikan menggunakan
aplikasi SIMDA, namun terdapat proses dan langkah-langkah yang harus
dilakukan oleh fungsi pembukuan atau akuntansi agar laporan tersaji secraa akurat
dengan menampilkan data yang sebenarnya pada tanggal tertentu. Fungsi
pembukuan pada SKPD vyaitu:

1) Pencatatan Transaksi Jurnal/Jurnal Akrual

2) Pencatatan Transaksi Penyesuaian Pendapatan
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3) Input Saldo Awal
4) Posting Data
5) Ekspor/Impor Saldo Awal dan Posting Jurnal
6) Laporan Keuangan
Berikut ini merupakan contoh dari aplikasi online yang digunakan BKAD
Kota Medan dalam pengelolaan data keuangannya:

Gambar 4.4 Tampilan Aplikasi SIMDA

Sumber: http://www.bpkadsumut.go.id
d.  Resistensi Terhadap Perubahan

Sebagai layaknya untuk setiap perubahan, pihak internal yang sudah terbiasa
dengan sistem yang lama akan enggan mengikuti perubahan yang baru, untuk itu
penerapan berbagai kebijakan akuntansi pemerintahan perlu dilakukan melalui
sosialisasi.

Dalam penerapan SAP berbasis akrual perlunya kebijakan-kebijakan
akuntansi ditetapkan agar tercapainya hal tersebut, berikut ini pemaparan yang
disampaikan oleh Kepala Bidang Pembukuan di Pemerintahan Kota Medan
Muhammad Sayuti Harahap, SE. MM., “Kebijakan akuntansinya telah kami
disesuaikan dengan peraturan yang mengatur tentang penatausahaan keuangan

berbasis akrual dan telah kami sesuaikan dengan kebijakan akuntansi kami disini,
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terakhir diubah perwalikota Medan Nomor 44 Tahun 2016 tentang kebijakan
akuntansi Pemerintah Kota Medan perubahan kedua atas perwalikota Medan
Nomor 24 Tahun 2014.” (Wawancara M Sayuti, 2023).

Dari hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah
kota Medan telah menyesuaikan dengan ketentuan yang telah tertuang pada
peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah
daerah, sebagaimana perubahan yang tertuang dalam peraturan walikota Medan
Nomor 44 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan walikota Medan

Nomor 24 Tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Medan.

4.1.4 Penyajian Laporan Keuangan PSAP Nomor 01 Pemerintah Kota

Medan
a.  Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Pedoman yang dipakai untuk menganalisis laporan realisasi anggaran
dipemerintah Kota Medan adalah PSAP Nomor 01 tentang penyajian laporan
keuangan terdapat 5 paragraph di PSAP 01 yang mengatur mengenai laporan
realisasi anggaran yaitu paragraph 35, paragraph 36, paragraph 37, paragraph 38,
dan paragraph 39 serta sebanyak 39 paragraph. Dari hasil analisis laporan realisasi
anggaran dipemerintahan Kota Medan terdapat 5 paragraph yang sesuai dengan
penyajian laporan keuangan di PP Nomor 71 Tahun 2010.

Diketahui bahwa dari laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Medan

terdapat ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi. Anggaran pendapatan
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yaitu sebesar Rp.6.522.123.770.774,00. Tetapi realisasi yang dicapai pemerintah
Kota Medan pada tahun 2021 sebesar Rp.5.023.080.346.608,29, kemudian di
tahun 2022 menjadi Rp.5.499.340.586.722,85. Hal ini disebabkan oleh faktor
lemahnya perencanaan anggaran, rendahnya anggaran dengan realisasi anggaran
mencerminkan pelaksanaan program pemerintah yang kemah dan kurang matang.
Adanya revisi-revisi menyebabkan kegiatan sulit atau terlambat dieksekusi.

Anggaran yang dibuat akan mengalami kegagalan bila hal-hal berikut ini
tidak diperhatikan:

1. Pembuatan anggaran tidak cakap, tidak mampu berpikir kedepan, danntidak
memiliki wawasan yang luas.

2.  Wewenang dalam membuat anggaran tidak tegas.

3. Tidak didukung oleh masyarakat.

4. Dana tidak cukup.

Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang
realisasi dan anggran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara
angaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang
telah disepakati antara legislatif dan ekskutif sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Berikut adalah laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota medan tahun

2021-2022:
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Tabel 4.1 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan Tahun

PEMERINTAH KOTA MEDAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk Tahun yang berakfir sampal dengan 31 Desember 2022 dan 2021

KODE REKENING, URAIAN ANGGARAN REALISASI 2022 (%) REALISASI 2021
4 PENDAPATAN DAERAH B2 AN 448 340 566,722 85 #355 S0 .080. 4850829
41 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 050,594 560,414,001 2200554 485.746 85 712 {806,512, 189.047.2%
410 Pajak Daotih 2587 TR 70943300 1981827116 116,00 5 {405,751 738.662.00
4102 Retrlbus! Deerah ZITAAT AT TEAON RS20 L 121663 S5R0T00
i Hasi| Pangalolaan Kekayaan Dawrah yang Dipisahkan BB TETEERIS| T 16 204047 202.00
41 Lainain PAD yang Sah H00.97.787.000.00 RN 0B L7420
42 PENDAPATAN TRANSFER 5,349 588 278,230 LEOGLIENG0| 2 2HTISH253 24400
4201 Pendapatan Transfer Pemeriniah Pusal 2,340 366.281.000,00 2092 558, 300 a4 21159.560.280.796.00
4200 Darg Pt aseecnm|  amemeEmeEm|  mE|  cmmzmn
420102 Daria [rsenif Oaerah (D10 11.500.663,000.00 180066200000 1000 100
4208 Pendapatan Transfer Anter Daerah 1,049 224 997 235,00 1058304100240 00 10047 O17 543512448 00
42080 Peniiapatan fag Hasl 74221 597235,00 SZBIERTZR000| 10408 g17593.472.448 00
420202 Bantuan Keuangan 175.000.000.000,00 45,774 435 560,00 ki) [0
43 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH BL040002125.00 FABTI0) B 138903 50437 00
430 Pendapatan Hibah ki €00 0 .450.000.000.00
430 Lain-fain Pendapatan Sesual dengan Ketentusn Peraturan Perundang-Undangan B0 TZAE BTEILIRABETI0)  ROTA AT
§ BELANJA DAERAH 768720 191.488.00 GOT2I0TZR00|  TREG 443545 144 30107
51 BELANJA OPERASI 5270 080 643.883.00 LLANERL0|  E3A0 3BH 501 DIRAT4 T
5101 Belanja Pegawai 2154 896 140.198.00 1HSG0AITIBA00|  BTQT 17880 S5 53 87
5102 Belanfa Barang dan Jasa 272867 1954100 LIRGRIIRTO|  BHSS E2L5291 8RS 00
5108 Bolani Hibah BB TR0 HBEGMBZE0| WY 254800 840 86700
5106 Belanjz Bantuan Sosial T35EL100221.00 SEH2IEL00000 T 5185730000000
52 BELANJA MODAL 2325507184 562,00 HITS3 41068200 6926 STAE0A6!T18.00
520t Belanjz Modal Tansh 3966041705000 BTN ERS| 4 26369 64R.405.00
5202 Boknja Nodal Paralatn dan Mosin 04T musmEEn e AT AT
520 Belanjz Modal Gedung dan Bangunan 3001 Z2M2AU0 MMAAN0|  BE {3AE4GR0511.00
5204 Belanjs Modal Jalen, Jaringan, dan lrigasi 1,080,/ 04.067.923,00 B339, 201 437 00 B2 006 RCETERTERE TR
5208 Belanfs Modal Aset Tetap Lalnnya 154T0360.500,00 LR ATEN - A LIRTETBATO0
53 BELANJA TIDAK TERDUGA 6323236304300 was4NM00| By 01033428.708.00
5301 Belanja Tidak Terduga 0323236304300 2AB436000| By 01038428798 00
SURPLUSDEFISIT| (1886420 41400 (547 878488 178 14) i 51435 202 29 42
&1 PENERIMAAN PEMEIAYAAN 1148 356 42071400 AIMERLE| % BB 21B41T 3
10 Sis Lobih Parkitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 1148508 42071400 AR B 22061 21841783
PEMBIAYAAN NETTO 1148506 420714.00 UBABMERII 08 2661 21841783
SISA LEBIH ! KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 548,544 830.563 08 ] 1.146.596.420.744,25

il By SDANG | /14

Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Medan (2022)
b.  Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Pedoman dalam analisis laporan perubahan saldo anggaran lebih ini adalah
Peraturan Standar Akuntansi Keuangan 01 tentang penyajian laporan keuangan.
Di paragraph 41 dan paragraph 42 dalam PSAP 01 yang mengatur tentang
penyajian laporan saldo anggaran lebih. Setelah di analisis laporan perubahan

saldo anggaran lebih pemko Medan ternyata telah sesuai dengan peraturan
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pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam PSAP 01 baik di paragraph 41 dan 42.

Diketahui saldo anggaran lebih awal tahun 2021  sebesar
Rp.622.430.887.156,83, dan saldo anggaran lebih awal tahun 2022 sebesar
Rp.1.146.596.420.714,25. Untuk saldo anggaran lebih akhir tahun 2021 berada di
angka Rp.1.146.596.420.714,25, dan saldo anggaran lebih di tahun 2022 sebesar
Rp.548.544.830.563,08.

Saldo Anggaran Lebih yang berasal dari sisa lebih pembiayaan anggaran
dan sisa kurang pembiayaan anggaran dari tahun anggaran yang lalu dan tahun
anggaran yang bersangkutan (setelah tutup tahun anggaran) merupakan bumper
penting dalam mengamankan anggaran pendapatan belanja daerah dan
perekonomian Indonesia.

Berikut adalah uraian laporan perubahan saldo anggaran lebih Pemerintah
Kota Medan:

Tabel 4.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Pemerintah KotaMedan

PEMERINTAH KOTA MEDAN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
Per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN 022 1021

Saldo Anggaran Lebih Awal

SubTotal

SubTotal
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
Lain-lain

Saldo Anggaran Lebih Akhir

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)

1.146.596.420.714.25
1.146.423.416.682.23
173.004.032,02
4854830, 563.08
S48.717.834.39510
-IT30H032.02
0.00
548.544.830.563,08

622.430.887.150.83
622661 21841783
-230.331.261,00
1.146.596.420,714.25
1.146.366.089.433.25
230.331.261.00

0.00
1.146.596.420.714,23

31 Mei 2023

WALIKOTA MEDAN
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c.  Neraca

Di dalam akuntansi keuangan, Neraca atau laporan posisi keuangan adalah
bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode
akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan dari suatu entitas tersebut pada
akhir periode tersebut.

Fungsi laporan neraca pada intinya untuk menaksir kesehatan keuangan
pemerintahan, meramalkan keadaan arus kas di masa depan serta berfungsi untuk
menganalisis likuiditas serta fleksibilitas keuangan pemerintahan.

Untuk menyusun laporan keuangan perusahaan jenis neraca perusahaan,
terdapat beberapa komponen neraca yang perlu disiapkan yaitu jumlah aktiva baik
berupa harta atau aset, kewajiban berupa utang, dan ekuitas atau modal
perusahaan. Neraca memiliki 3 unsur yaitu aset, liabilitas dan ekuitas.

Dari hasil analisis laporan neraca Pemerintah Kota Medan, sebanyak 29
paragraph yang di analisis penulis ternyata neraca pemerintah kota Medan telah
sesuai dan relevan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam
PSAP 01 tentang penyajian laporan keuangan. Pemerintah kota Medan sangat
fokus dalam menerapkan standar akuntansi berbasis akrual dalam penyajian
laporan keuangan sehingga laporan neraca tahun anggaran 2021/2022 dapat
tersesuaikan dengan efektif dan efesien.

Beberapa hal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan seperti,
seringnya mengadakan pelatihan dengan cara pendampingan bagi para pejabat dan
staff sehingga dapat tercapainya penerapan basis akrual secara penuh di
Pemerintah Kota Medan tahun anggaran 2021/2022. Aplikasi SIMDA yang

digunakan Pemerintah Kota Medan bukanlah suatu kendala untuk diaplikasikan
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oleh SDM.

Diketahui bahwa total aset tahun 2021 yang miliki Pemerintah Kota Medan
sebesar Rp.34.575.279.681.182,45, dan total aset tahun 2022 sebesar
Rp.34.890.098.200.281,26. Untuk total ekuitas dan kewajiban pada tahun 2021
berjumlah Rp.34,575.279.691.182,44, dan total ekuitas dan kewajiban tahun 2022

sebesar Rp.34.890.098.200.281,26.

Pada neraca, aktivitas dan pasiva harus selalu seimbang. Artinya, total nilai
aktivitas harus sama dengan total nilai pasiva. Hal ini diperlukan agar neraca
dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai posisi keuangan
pemerintahan.

Sumber penyusunan neraca saldo adalah dari data buku besar. Dasar
penyusunan neraca saldo atau langkah menyusun neraca saldo adalah diawali
dengan nomor kode akun. Dilanjutkan dengan kolom baru yang berisi nama akun,

aset, utang, modal, pendapatan, hingga beban.



Tabel 4.3 Neraca Pemerintah Kota Medan

PEMERINTAH KOTA MEDAN
NERACA
Per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN 2022 2021
ASET
ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas 5487286381970  1.146.596.420.714.25
Piutang Pajak Dasrah 1832311 647.144.17 | 1.651.322.498.23602

Piutang Retribusi Daerah

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Lainnya

Penyisihan Piutang

Beban Dibayar Dimuka

Persediaan
JUMLAH ASET LANCAR
INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang Permanen
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG
ASET TETAP

Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan, Janngan, dan Irigasi

Asel Tetap Lainnya

Konstruks! Dalam Pengeriaan

Akumulasi Penyusutan
JUMLAH ASET TETAP
ASET LAINNYA

Taglhan Jangka Panjang

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset Tidak Berwujud

Asel Lain-lain

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Dana Transter Treasury Deposit Facility (TOF)
JUMLAH ASET LAINNYA

JUMLAH ASET
KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Pendapatan Diterima Dimuka

Utang Belanja

Utang Jangka Pendek Lainnya
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

JUMLAH KEWAJIBAN
EKUITAS
EKUITAS
Ekuitas
JUMLAH EKUITAS
JUMLAH EKUITAS

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

11.011.328.861,00

13.356.321.222,00

2,892.708.798,80 2,146.298.574,00
15,896.579.325 44 27.410.081.558,94
0,00 256.046.755.806,00

12.078.406.991 23 15.541.307.393,32
(896.643.112.557,10) | (B00.113.388.154,86)
964.903.706.67 844.083.333.33
227.863.975.262 42 209.331.893.893,45
1755.105.075.66071 | 2.522.532.282.575 45
367.373622.223 53 362.652.058.203,53
357.373.623.223,53 362.652.058.203,53
27.374648.105.804,12 |  27.099.199.761.878.20
2260416.575.289.82 |  1.926.932.533.085,14
20925697.206.844,74|  1.768.797.652.547,73
6.765.586.417.114.86 |  6.019,648.185,936,36
80.231.33294242 64.511.769.179.30
207.088.893614 37 183.405.668.405,67

(6.702.431.396.484,10)

(6.030.171.056.31165)

32078.237.135.126.23 | 31.032.524.554.720,75
11.802.744.504 01 12.205.022.682.15
338.550.426.659.52 338.550.426.659.52
14.572.653.665,78 14.908.952.666,35
318.583.886.325,51 299.283.075.530,46
(8.754.186.822,03) (7.376.691.85577)
24.626.842.929,00 000
699.362.366.261,79 667.570.785.682,71
34.890.098.200.281,26 |  34.576.279.681.182,45
306.272.085.98 122.464.553.98
37.847.250.640 68 21.729.160.513,58
78.739.128.898,58 92,593.817.200,38
19.767.349.819,60 4.569.996.300,00
136.660.001.544 84 119.015.428.567,94
136.660.001.544,84 119.015.428.567,94
34753.438.198.736.42 | 34.456.264.252.614 50
34753.438.198.73642 |  34.456.264.252.614 50
34.753.438.198.736,42| 34.456.264.252.614,50
34.890.098.200.281,26 |  34.575.279.681.182,44

53
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d.  Laporan Operasional

Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan
operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercerminkan
dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/deficit operasional dari suatu entitas
yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Dari hasil analisis diketahui bahwa nilai SURPLUS/DEFISIT dari operasi
Pemerintah Kota Medan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 300.087.414.676,34,
dan pada tahun 2022 sebesar Rp.258.991.418.420,26. Hal ini menunjukkan pada
tahun 2021 nilai dari operasi lebih besar dibandingkan tahun 2022.

Pengertiansurplus/defisit menurut paragraf 8 PSAP 01, adalah lebih/kurang
yang didapat dari selisih pendapatan dan belanja/beban selama satu periode
berjalan. Dikatan surplus ketika jumlah pendapatan lebih besar dari jumlah
belanja/beban yang dikeluarkan.

Dampak dari kebijakan anggaran surplus yang dilakukan pemerintah adalah
pemerintah mengurangi pengeluaran sehingga secara perlahan jumlah uang yang
beredar ini akan semakin kecil dan harga barang akan turun. Kebijakan anggaran
surplus adalah belanja negara lebih kecil dibandingakan dengan penerimaan

negara.
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Tabel 4.4 Laporan Operasional Pemerintah Kota Medan

PEMERINTAH KOTA MEDAN
LAPORAN QPERASIONAL
Lntuk tahu yang barakhi sampal dengan 31 Desember 2022 dan 2021
KODE URAIAN SALDO 2022 SALDOY  |KENAIKANIPENURUNAN| (%)
KEGIRTAN OPERASIONAL
! FENDARATAN DAERAH.LO b4 (55 08T 61411 124 210 2RT 36 LHIEL TR R
Al PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD}-LO LI7 SR20L0T 10 202RE38.007303,01 MANNLRIR 740 i 170
Ak Fajeh DagrafeLd LinEEARTH N 1T 35 TS ILIBEEENIS S| M
TI0E | Redious Daeral0 99.352.408.674,00 1256541 162,00 [ZRET AR -0
108 | Hesl Pangeilsan Kesayaan Daetah yang Dipahkar-LO 1008471078 33 TRUT2GTE 300 WL ) 560
TA0E | Lainin PAD g Sk LD 126,261 206004 45 258434 86 7220 DIIETATRTRY | K281
12 PENDAPATAN TRANSFER-LO LHASREAEM0 1TH0TED 54300 AT TR 4%
10 Fanciapten Transfer Pamenniah Fuzat-LO T 1846550 00 L1500 28 75 L G S
720 Ferrfapasian Transfs Artir Digerah LO B2 047 247.413.00 75 Ta0 881517 00 FRAREERIACE00 ) AgE
13 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-L0 163,960 340.256.00 1946 32 [(MMTORTREN | 70
fa Fanriapatan Hoah-L0) 12T 0154800 it P33 55 04432 HI0 4L 05T | A5
TAOY | Lainestin Penagsatan Ssui dengan Ketertuan Peraturan Perundng Undnign 10 ATASLIGLAEEAD TA2E40904 207 00 [MATIDER G0 | 4ah2
H BEBAN DAERAH £ 196062660 18385 AGATEIRESN" D2 51560 679.262.83 , 1
Al BERAN GRERASI EHLEEA R 41120 50 561 440,38 a4 6l UUE.W} rak
[AR Dt P 100 LM 256,06 59 1760 51,000 519 47 nasI2| 40
B10E | Baban Barsng den Jesa PR BRI 142 16738 378,00 SaAEMIE N | T
4100 Babian kiah 130 861 566 219 00 2 B4 5 B 1107 TR A7 ) | e
B0F | Dabin B S 69021510000 §1E5700200,00 A2 ER0000 | 1015
8107 | Baben Penyisihan Puteng 4781845050895 104 46,351 553,05 [7126.800.244 1) I 478
S108 | Baban Laindain B4R Y 62 b3 817D (LR CREGE RN ]
A2 Bebin Penyusutan dan Amortisasi ETTRCR407. 24000 G014 519,420,120, 04 TAAANMEG 22| 1210
820! Batisn Feryusutan Peralatan dan Megin HLEBL LIRS 187 D07 206 836,13 HEEENNTH| 131
B0 R Panyizsitan Groung fan Benguran A0 4 kA 2 44100 0 514 88 G0 30 | 14
£.200 Db st Jaon, g it s HIAET.IERTY TE0A B35 402 68 M204E2563 10 107
8208 | Haben Amorisas Ssel | aak Serwujud A4 0B60e6 50 190,35 266,64 Jramas | 3
SURPLUS { BEFISIT DARI OPERAS) SR8 A1B4H 25 R T ) REIE R ‘\:H] A
HKEGIATAN NON OPERASIONAL
SURPLUSIEFISIT DRI KEGIATAN NON OPERASIDNAL 000 00 i) 0
SURPLUSIDEFISIT SERELUM POS LUAR BIASA RO S840 2 KT 1140 06 0 2 |
POS LUAR BIASA
5401 Babisn 3k Tercuga TETETETA00 1790631 848,00 (L BATIEGAE L | 1
SURPLUSIDEFISIT DARI POS LUAR BIASA 167 7203 0] 1 T 641 B ) LSRR 0
SURPLUSIDEFISIT-LO ZiRARLTAEERL26 66,287 762 786,34 BTN M
Py By SibalAG |
e. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas

operasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan,

pengeluaran, dan saldo akhir kas selama periode tertentu.

Arus kas mempunyai keterbatasan-keterbatasan antara lain:
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1. Komposisi penerimaan dan pengeluaran yang dimasukan dalam cash flow
hanya yang bersifat tunai.
2. Pemerintah hanya berpusat pada target yang mungkin kurang fleksibel.
Pedoman dalam menganalisis laporan arus kas pemerintah kota Medan
adalah PSAP 01 tentang penyajian laporan keuangan yang terdiri dari 2 paragraph,
yaitu paragraph 89 dan paragraph 90. Dari analisis laporan arus kas dipemerintah
kota Medan telah sesuai dengan pedoman di PSAP 01 PP Nomor 71 Tahun 2010.

Berikut ini tabel laporan arus kas di pemerintah kota Medan.

Dari laporan arus kas Pemerintah Kota Medan terlihat bahwa pada tahun
2021 saldo kas awal bernilai sebesar Rp.622.430.887.156,83, dan pada tahun 2022
senilai Rp.1.146.596.420.714,25. Kemudian untuk saldo kas akhir pada tahun
2021 yaitu sebesar Rp. 1.146.596.420.714,25, dan pada tahun 2022 sebesar
Rp.548.728.638.137,08.

Berikut adalah laporan arus kas dari Pemerintah Kota Medan selama periode

2021 dan 2022.



Tabel 4.5 Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Medan

PEMERINTAH KOTA MEDAN
LAPORAN ARUS KAS
Per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN

2022

2021

Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Arus Kas Masuk
Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah y:.
Lain-lain PAD yang Sah
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Pendapatan Transfer Antar Daerah
Pendapatan Hibah

Lain-lain Pe Sesuai dengan K

ang Dipisahkan

Jumiah Arus Kas Masiuk
Arus Kas Keluar
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Tidak Terduga

Jumlah Arus Kas Keluar

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Arus Kas Keluar

Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Jumlah Arus Kas Keluar

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
Arus Kas Masuk

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga
Jumlah Arus Kas Masik
Arus Kas Keluar

Koreksi SILPA

(PFK)

Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Jumlah Arus Kas Keluar

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

Kenaikan / (Penurunan) Kas
Saldo Awal Kas
Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas Terdiri Dari:
Kas di Kas Daerah

Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di BLUD

Kas Dana BOS

Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Kas Lainnya

Peraturan Perundang-Undangan

1.961.927.116.116,00
113.129.542.274,00
17.677.645.359,53
137.820.191.997.32
2.092.558.622.879,00
1.058.394.103.240,00
0.00

67.833.364.857,00
5.449.340.586.722,85

1.859.028.874.764,00
2.358.928.562.847,00
136.605.348.219,00
56.902.151.000,00
18.218.423.360,00
4.429.683.360.190,00
1.019.657.226.532,85

193.037.001.685,00
413.338.138.958,00
325.942.923.423,00
670.339.241.437,00
14.878.507.149,00
1.617.535.812.652,00
(1.617.535.812.652,00)

533.984.244.344,83
533.984.244.344 83

173.004.032,02
533.984.244.344.83
534.157.248.376,85
(173.004.032,02)

(598.051.590.151,17)
1.146.596.420.714,25
548.728.638.137,08

540,060.678.339,90
0.00

0.00
3.855.409.985,07
99.716.469,00
4.529.025.769,11
183.807.574.00

1.495.751.738.668,00
123.663.556.072,00
16.204.047.293,00
270.892.847.014,29
2.059.980.280.796,00
917.593.972 448 00
6.450.000.000.00
132.543.904.317.00
5.023.080.346.608,29

1.703.889.945.639.87
1.823.152.911.869,00
254.800.940.866,00
51.657.300.000,00
91.039.428.798.00
3.924.540.527.172,87
1.098.539.819.435,42

26.369.688.405,00
228.537.294.179,00
139.454.699.511.00
176.879.177.157,00
3.363.757.887.00
574.604.617.139,00
(574.604.617.139,00)

0.00
0,00

(230.331.261.00)
0.00
(230.331.261,00)
230.331.261,00

524.165.533.557,42
622.430.887.156,83
1.146.596.420.714,25

1.106.128.878.682,87
0.00

0.00
26.304.649.518.25
439.029.183,02
13.720.515.190.11
3.348.140,00

f.

Laporan Perubahan Ekuitas

Menganalisis

laporan

perubahan

ekuitas

pemerintah

57

kota Medan

berpedoman pada PSAP 01 tentang penyajian laporan keuangan dengan 2
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paragraph yaitu paragraph 101 dan paragraph 102 yang menjelaskan bahwa
laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos seperti ekuitas
awal, surplus/defisit/LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang
langsung menambah/mengurangi ekuitas yang berasal dari dampak kumulatif
perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar, serta ekuita akhir dan
entitas pelaporan yang menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur dalam
laporan perubahan ekuitas.

Hasil analisis pada laporan perubahan ekuitas pemerintah Kota Medan,
paragraph 101 dan paragraph 102 ternyata sama dengan laporan ekuitas pemerintah
kota Medan.

Tabel 4.6 Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kota Medan
PEMERINTAH KOTA MEDAN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Per 31 Desember 2022 dan 2021

[RAIAN 1 \ b
ERUITAS AWAL HA36.264. 25261430 ‘ 8230 483400, 48
SURFLUS/DEFISIT-LO ot RN T 0 A TR
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIARANKESALAHAN MENDASAR
Koreksi Ekuias I204008{ 8276986419 68
ERUITAS ARHIR RERRAEEAL ”iﬁ,-!.“l 4450 204 233 614 30

A1 Mei 2023
WALIKOTA MEDAN

MUHAMMALD BORBY AFIF NASUTION
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4.2 Pembahasan
Untuk penyelenggaraan otonomi daerah perlu diselenggarakannya

pengelolaan daerah secara profesional dan tanggung jawab sesuai aturan yang

berlaku untuk tercapainya good governance dalam pemerintahan.

Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di Pemerintah Kota
Medan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nompr 71 Tahun 2010 sejak
tahun 2015 hal ini dapat dilihat dari indikator dalam teori Simanjuntak (2010)
tentang tantangan-tantanganyang dihadapi Pemerintah Daerah untuk menerapkan
SAP berbasis akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
yaitu sistem akuntansi, komitmen dari pimpinan, tersedianya SDM yang
kompeten, resistensi terhadap perubahan, dan lingkungan/masyarakat telah diatasi
dengan efektif dan efisien oleh Pemerintah Kota Medan.

Laporan keuangan pemerintah kota Medan sudah dinyatakan berbasis akrual
yang di mana 7 laporan keuangannya sudah tertuang dalam peraturan pemerintah
nomor 71 tahun 2010
1. Laporan Realisasi anggaran telah sesuai antara anggaran dan realisasi nya.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih telah sesuai dengan peraturan
pemerintah nomor 71 tahun 2010 dalam PSAP 01 yang tertuang dalam
paragraf 41 dan 42.

3. Dalam neraca aktivitas dan pasiva harus selalu seimbang yang di mana
aktivitas harus sama dengan total nilai pasiva sehingga neraca pemerintah
kota Medan telah sesuai dan relevan dengan peraturan pemerintah nomor 71

tahun 2010 yang tertuang dalam PSAP 01 mengenai penyajian laporan
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keuangan.

4. Laporan operasional dari hasil wawancara yang saya lakukan pemerintah kota
Medan memiliki nilai surplus atau defisit di tahun 2021 sebesar
Rp300.087.414.676,34, dan pada tahun 2022 sebesar Rp258.991.418.420,26
yang di mana menunjukkan pada tahun 2021 nilai dari operasi lebih besar
dibanding tahun 2022 . Seperti yang tertuang dalam PSAP 01 paragraf 8
dikatakan surplus ketika jumlah pendapatan lebih besar daripada jumlah
belanja yang dikeluarkan

5. Laporan arus kas pemerintah kota Medan telah sesuai dengan pedoman di
PSAP 01 peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010.

6. Laporan perubahan ekuitas dalam paragraf 101 dan 102 pemerintah kota
Medan menyatakan telah sesuai.

Dalam wawancara yang saya lakukan dengan kepala bidang pembukuan
Muhammad Sayuti Harahap , SE.MM. memaparkan untuk mengatasi tantangan-
tantangan yang terjadi dalam penerapan sap berbasis akrual di sini kita semua
komit harus menerapkan sap berbasis akrual ini dengan melakukan upaya-upaya
seperti sering berkomunikasi dengan kementerian keuangan dalam negeri
pengiriman beberapa staf atau pejabat khusus di bidang akuntansi untuk dilatih
lagi dan diberikan wawasan mengenai akuntansi serta memberikan pelatihan
teknologi sistem dan lebih memberikan arahan terhadap semua staf agar lebih
bersosialisasi untuk tetap mengikuti perubahan-perubahan sistem yang berlaku.

1.  Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Diketahui bahwa dari laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Medan

terdapat ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi. Anggaran pendapatan
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yaitu sebesar Rp.6.522.123.770.774,00. Tetapi realisasi yang dicapai pemerintah
Kota Medan pada tahun 2021 sebesar Rp.5.023.080.346.608,29, kemudian di
tahun 2022 menjadi Rp.5.499.340.586.722,85. Hal ini disebabkan oleh faktor
lemahnya perencanaan anggaran, rendahnya anggaran dengan realisasi anggaran
mencerminkan pelaksanaan program pemerintah yang kemah dan kurang matang.
Adanya revisi-revisi menyebabkan kegiatan sulit atau terlambat dieksekusi.

Fungsi laporan realisasi anggaran adalah untuk membandingkan dana yang
digunakan di lapangan sengan recana pengeluaran di awal. Sebenarnya, tidak
hanya pemerintah saja yang perlu membuat laporan ini, tapi perusahaan juga
sangat direkomendasikan. Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis kas
tetap diperlukan agar kinerja operasi pemerintah daerah yang menggunakan basis
akrual penuh tetap dapat dibandingkan kinerja aktualnya dengan anggaran yang
disusun berdasarkan berbasis kas.
2. Neraca

Dari hasil analisis laporan neraca Pemerintah Kota Medan, sebanyak 29
paragraph yang di analisis penulis ternyata neraca pemerintah kota Medan telah
sesuai dan relevan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam
PSAP 01 tentang penyajian laporan keuangan. Pemerintah kota Medan sangat
fokus dalam menerapkan standar akuntansi berbasis akrual dalam penyajian
laporan keuangan sehingga laporan neraca tahun anggaran 2021/2022 dapat
tersesuaikan dengan efektif dan efesien.

Diketahui bahwa total aset tahun 2021 yang miliki Pemerintah Kota Medan
sebesar Rp.34.575.279.681.182,45, dan total aset tahun 2022 sebesar

Rp.34.890.098.200.281,26. Untuk total ekuitas dan kewajiban pada tahun 2021
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berjumlah Rp.34,575.279.691.182,44, dan total ekuitas dan kewajiban tahun 2022
sebesar Rp.34.890.098.200.281,26.

Tujuan utama neraca akuntansi bisnis adalah untuk memberikan gambaran
yang jelas mengenai posisi keuangan perusahaan kepada pemangku kepentingan,
seperti pemilik perusahaan, investor, dan pihak-pihak yang berkepentingan
lainnya.

Kegunaan analisis ini adalah untuk menentukan jumlah keuntungan pada
berbagai tingkat penjualan, membagi satu angka dengan angka lainnya. Rasio
keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja
perusahaan”.

3. Laporan Arus Kas

Pedoman dalam menganalisis laporan arus kas pemerintah kota Medan
adalah PSAP 01 tentang penyajian laporan keuangan yang terdiri dari 2 paragraph,
yaitu paragraph 89 dan paragraph 90. Dari analisis laporan arus kas dipemerintah
kota Medan telah sesuai dengan pedoman di PSAP 01 PP Nomor 71 Tahun 2010.
Berikut ini tabel laporan arus kas di pemerintah kota Medan.

Dari laporan arus kas Pemerintah Kota Medan terlihat bahwa pada tahun
2021 saldo kas awal bernilai sebesar Rp.622.430.887.156,83, dan pada tahun 2022
senilai Rp.1.146.596.420.714,25. Kemudian untuk saldo kas akhir pada tahun
2021 yaitu sebesar Rp. 1.146.596.420.714,25, dan pada tahun 2022 sebesar
Rp.548.728.638.137,08.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, maka untuk
mendukung penyelenggaraan otonomi daerah perlu diselenggarakannya

pengelolaan daerah secara profesional dan tanggung jawab sesuai aturan yang
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berlaku untuk tercapainya good governance.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan masih kurangnya SDM yang
memahami dan fasilitas yang disediakan masih kurang memadai di setiap daerah
padahal aturan ini sudah berjalan selama 4 tahun lamanyasejak Tahun 2015. Oleh
sebab itu, pemerintah daerah dan satuan perangkat daerah diwajibkan untuk
menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

Laporan keuangan harus disajikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri dalam
Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar akuntansi Pemerintah
BerbasisAkrual Pada Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan analisis yang telah dilakukan secara keseluruhan dapat dinilai
bahwa, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, laporan keuangan yang dibuat
oleh Pemerintah Kota Medan telah sesuai dengan Pertauran Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010. Untuk kendala yang dihadapi seperti sistem akuntansi, resistensi,
seerta lingkungan dan masyarakat telah mampu diatasi dengan baik oleh
Pemerintah Kota Medan khususnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD).

Hasil penelitian ini juga dapat dibandingkan dengan beberapa penelitian
yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian Yunita Kurnia Shanti
(2018) menunjukkan bahwa, Penerapan Basis Akrual pada penyajian kelima
laporan keuangan telah sesuai dengan SAP di SKPD Ciputat Timur.

Langelo, D. P. E Saerang, S.W. Aleca (2015) yang hasil penelitiannya
menunjukkanbahwa belum di terapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun

2010 di Pemerintah Kota Bitung dikarenakan kendala dalam kesiapan berupa



64

SDM, serta perangkat pendukung yang belum teruiji.

Amelia Tirta Yuningsih (2018) yang hasil penelitiannya menyatakan
bahwa, di Poltekkes Makssar telah menerapkan SAP berbasis akrual dengan
efektif baik dari sistem akuntansi maupun penyusunan laporan keuangannya.

Evelyn Novianti (2016) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa
laporan keuangan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul belum sepenuhnya
menerapkan SAP berbasis akrual baik sistem akuntansi maupun penyusunan
laporan keuangannya.

E.P. Mentu, J.J Sondakh (2016) yang hasil penelitiannya menunjukkan
penyajian laporan keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Sosial
Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2014 dan 2015 belum sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Beberapa penelitian sebelumnya memiliki hasil penelitian yang tidak sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, ini jelas artinya banyak
kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah yang tidak dapat teratasi dengan
baik sehingga penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang
diharapkan sesuai sejak tahun 2015 sampai saat penelitian sebelumnya dilakukan

belum dapat diterapkan secara efektf dan efisien.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Dasar hukum pemerintah dalam menyusun laporan keuangan baik untuk

pemerintah pusat maupun daerah untuk tercapainya pemerintah yang transparan

dan akuntabel yaitu tertuang pada PP Nomor 71 Tahun 2010. Selain itu ada
beberapakesimpulan yang penulis simpulkan yaitu sebagai berikut:

1.  Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah kota Medan telah sesuai
dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 yang terdiri dari 7
laporan keuangan

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
3) Neraca
4) Laporan Operasional (LO)
5) Laporan Arus Kas (LAK)
6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
2. Keuangan Pemerintah Kota Medan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan
Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar akuntansi
Pemerintah BerbasisAkrual Pada Pemerintah Daerah.

3. Pemerintah Kota Medan dapat menangani tantangan dalam menerapkan

akuntansi berbasis akrual seperti, rendahnya SDM, resistensi perubahan,
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lingkungan dan masyarakat. Meskipun terdapat kendala yang rumit seperti
adanya sistem akuntansi, namun Pemerintah Kota Medan dapat

mengatasinya dengan baik.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti mencoba untuk

mengemukakan beberapa saran kepada Pemerintah Kota Medan diantaranya

sebagai berikut:

1.

Disarankan kepada Pemerintah Kota Medan khususnya Badan pengelola
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk lebih sering melakukan
evaluasi terhadap peraturan dalam pemerintahan terkait akuntansi sehingga
dapat meminimalisir adanya kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan.
Disarankan kepada Pemerintah Kota Medan untuk sering memeberikan
pelatihan seperti bimbingan teknologi (BIMTEK) terkait kebijakan
akuntansi dan sistem akuntansi yang digunakan seperti SIMDA kepada
pegawai terutama bagian keuangan, sehingga dapat meningkatkan kinerja
dan efektivitas SDM dalam pemerintahan dan akan meminimalisir
permasalahan dalam penerapannya.

Disarankan kepada peneliti selanjutnya, untuk dapat memperluas lingkup
dan cakupan penelitian terkait tentang analisis sistem akuntansi dengan

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010.
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